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PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 38 TAHUN 2019 

TENTANG  

TATA CARA INVESTIGASI ATAS PRAKARSA SENDIRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.  bahwa untuk meningkatkan upaya pemberantasan dan 

pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, perlu didukung penyelenggaraan 

pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri di 

lingkungan Ombudsman Republik Indonesia; 

b. bahwa untuk menyelenggarakan pelaksanaan investigasi 

atas prakarsa sendiri yang efektif dan efisien, perlu 

adanya pedoman pelaksanaan investigasi atas prakarsa 

sendiri; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman 

dalam pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri, 

diperlukan pengaturan tata cara dan penyelesaian 

investigasi atas prakarsa sendiri; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara 

Investigasi Atas Prakarsa Sendiri; 

 

Mengingat      :  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6143); 

3.  Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

135), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata 

Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 466); 

4.  Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 478); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG TATA CARA 

INVESTIGASI ATAS PRAKARSA SENDIRI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara 

serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

3. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan 

fungsi pelayanan publik yang tugas dan fungsi berkaitan 

dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Terlapor adalah instansi Penyelenggara Negara, 

korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk Undang-

Undang, badan hukum lain, dan/atau perorangan yang 

diputuskan dalam gelar laporan.   

5. Atasan Terlapor adalah pimpinan instansi Penyelenggara 

Negara, korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk 

Undang-Undang, badan hukum lain, dan/atau 

perorangan yang diputuskan oleh Pemeriksa melalui 

berita acara gelar laporan. 
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6. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan 

melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan 

wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 

wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 

kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan 

pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil 

dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang 

perseorangan. 

7. Investigasi atas Prakarsa Sendiri adalah kegiatan 

pemeriksaan atas Dugaan Maladministrasi berdasarkan 

inisiatif Ombudsman. 

8. Laporan Informasi adalah laporan tertulis hasil 

pengumpulan bahan dan keterangan tentang rangkaian 

peristiwa yang memiliki potensi Maladministrasi. 

9. Laporan Inisiatif adalah laporan informasi yang telah 

disetujui oleh Rapat Pleno sebagai dugaan 

Maladministrasi dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman.  

10. Potensi Maladministrasi adalah peristiwa atau tindakan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki 

kemungkinan terjadinya perbuatan yang menimbulkan 

kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat 

dan orang perseorangan.  

11. Dugaan Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan 

yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau 

immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diduga 

dilakukan oleh Terlapor. 

12. Saksi adalah pihak yang mengetahui dan/atau terlibat 

atau mengalami secara langsung peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang diduga merupakan tindakan 

Maladministrasi. 

13. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus 

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang 

suatu Maladministrasi guna kepentingan pemeriksaan. 

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Ombudsman dalam rangka memperoleh 
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data, keterangan dan dokumen yang berguna untuk 

pembuktian Dugaan Maladministrasi.  

15. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran 

yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman  

kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau 

ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu 

penyelenggara administrasi pemerintah yang baik. 

16. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya 

disingkat LAHP adalah keseluruhan hasil pemeriksaan 

laporan. 

17. Rapat Pleno adalah mekanisme pengambilan keputusan 

tertinggi yang dihadiri oleh setengah plus satu jumlah 

Anggota Ombudsman. 

18. Rapat Perwakilan adalah rapat dengan agenda tertentu 

dan kuorum dihadiri oleh Kepala Perwakilan dan 

setengah plus satu jumlah Asisten. 

19. Hak untuk Menjawab adalah hak Terlapor untuk 

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap 

Dugaan Maladministrasi. 

20. Gelar Laporan adalah kegiatan untuk melakukan 

perencanaan, analisis, pembuktian, dan evaluasi dari 

serangkaian kegiatan pemeriksaan. 

21. Keasistenan Substansi adalah keasistenan yang 

melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penyelesaian 

laporan pada tahapan pemeriksaan dan pencegahan 

Maladministrasi sesuai pembagian sektor. 

22. Tindakan Korektif adalah serangkaian tindakan 

perbaikan yang wajib dilakukan oleh Terlapor atas hasil 

pemeriksaan Ombudsman. 

23. Keasistenan Perwakilan adalah keasistenan yang 

melaksanakan fungsi dan tugas Ombudsman sesuai 

wilayah kerja Perwakilan. 

24. Kepala Perwakilan adalah seseorang yang diangkat oleh 

Ketua Ombudsman untuk memimpin kantor perwakilan 

Ombudsman di daerah. 

25. Keasistenan Resolusi dan Monitoring adalah keasistenan 

yang bertugas mengoordinasikan dan/atau 


